
: i 

GUBERNUR ACEH 

PERATURAN GUBERNUR ACEH 
NOMOR () 1 TAHUN 2022 

TENTANG 

PENCABUTAN PERATURAN GUBERNUR ACEH NOMOR 85 TAHUN 2018 TENTANG 
PEDOMAN PERENCANAAN DAN PERSIAPAN PENGADAAN TANAH BAGI 

PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM DI ACEH 

Menimbang 

Mengingat 

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA 

GUBERNUR ACEH, 

a. bahwa sehubungan dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 11 
Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Peraturan Pemerintah Nomor 
19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi 
Pembangunan untuk Kepentingan Umum terjadi perubahan 
pengaturan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk 
kepentingan umum; 

b. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Agraria dan Tata 
Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nomor 19 Tahun 2021 tentang 
Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 
2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi 
Pembangunan untuk Kepentingan Umum, telah mengatur secara 
rinci, jelas dan lengkap sehingga Peraturan Gubernur Aceh Nomor 
85 Tahun 2018 tentang Pedoman Perencanaan dan Persiapan 
Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum 
di Aceh, perlu dicabut; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam 
hutuf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur 
tentang Pencabutan Peraturan Gubernur Aceh Nomor 85 Tahun 
2018 tentang Pedoman Perencanaan dan Persiapan Pengadaan 
Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum di Aceh; 

1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan 
Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan 
Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1956 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 2043); 

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar 
Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 2043); 

3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan 
Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 3893); 

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan 
Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 
62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633); 

5. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah 
Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5280); 

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 
244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan 
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573); 
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7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang 
Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk 
Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2021 Nomor 29, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 
6631); 

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2012 
tentang Biaya Operasional dan Biaya Pendukung Penyelenggaraan 
Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum 
yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1120); 

10. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 
2012 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengadaan Tanah 
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan 
Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional 
Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan 
Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 2012 tentang 
Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengadaan Tanah (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1872); 

11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 13/PMK.02/2013 tentang Biaya 
Operasional dan Biaya Pendukung Penyelenggaraan Pengadaan 
Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum yang 
Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan: PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENCABUTAN PERATURAN 
GUBERNUR ACEH NOMOR 85 TAHUN 2018 TENTANG PEDOMAN 
PERENCANAAN DAN PERSIAPAN PENGADAAN TANAH BAGI 
PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM DI ACEH. 

Pasal 1 

Peraturan Gubernur Aceh Nomor 85 Tahun 2018 tentang Pedoman 
Perencanaan dan Persiapan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan 
untuk Kepentingan Umum di Aceh (Berita Daerah Aceh Tahun 2018 
Nomor 85) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 

Pasal 2 

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 
Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah 
Aceh. 

Diundangkan di Banda Aceh 
pada tanggal, b '51mv"'ri 2022 
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Ditetapkan di Banda Aceh 
pada tanggal, $" ;3 20212qr� 2022 
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NOVA IRIANSYAH 

BERITA DAERAH ACEH TAHUN 2022 NOMOR 0 \ 
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